


Catatan :  

• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :  “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil 
cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”  

• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE   

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA 

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1, RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih, 

Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640 
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Nomor : 1017/DJA/OT1/V/2025  Jakarta, 8 Mei 2025 
Sifat : Penting dan Segera   
Lampiran : 1 (satu) berkas   
Hal : Penyampaian Petunjuk Pengusulan 

Zona Integritas Menuju Wilayah 
Bebas dari Korupsi (WBK) di 
Lingkungan Peradilan Agama Tahun 
2025 

  

   

Yth. 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia; 

 2. Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh. 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Teknis Pengusulan Unit Kerja/Satuan 

Kerja Menuju WBK/WBBM dan Pelaksanaan Survei Mandiri Zona Integritas Tahun 2025 

serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 4307/SEK/PW1.1.1/V/2025 Perihal 

Evaluasi ZI Menuju WBK Secara Mandiri Tahun 2025 (sebagaimana dalam lampiran), 

bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Dengan adanya perubahan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) (sebagaimana terlampir) dan 

belum terupdate dalam aplikasi PMPZI, maka satuan kerja yang diusulkan sebagai 

satker calon penerima predikat WBK harus melakukan pengisian LKE secara manual 

dengan memastikan seluruh kolom yang tersedia wajib terisi. 

2. Memastikan data dukung setiap area Pembangunan Zona Integritas lengkap serta 

dapat diakses tanpa adanya request access yang memudahkan Tim Penilai Nasional 

(TPN) memverifikasi data dukung. 

3. Membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Mandiri yang memuat nilai Survei 

Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survey Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dalam 

periode pekan survei tanggal 8 s.d 25 April 2025 sesuai dengan format pada Lampiran 

I Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 4 Tahun 2025. 
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4. Jumlah minimal responden pelaksanaan survei mandiri SPAK dan SPKP adalah 30 

(tiga puluh) responden. 

5. Membuat Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) sesuai dengan format 

pada Lampiran II Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025. 

6. Hasil Pengisian LKE manual, Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Mandiri SPAK dan 

SPKP, dan Laporan TLHP di unggah pada tautan https://s.id/DokumenZI_2025  

paling lambat diterima pada tanggal 9 Mei 2025 pukul 23.59 WIB. 

7. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi: 

a. Nikmah Rahmawati (081315770643) 

b. Sumantri Tejo Kusumo (081380517799) 

c. Adnan Qori Widanu (082110137740) 

d. Lilik Subagyo (085211174742) 

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

a.n Direktur Jenderal 

Badan Peradilan Agama 

 

 

Arief Hidayat 

 

 

 

 

 

 

 

Tembusan :                                                                                       

Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI 

 

 

https://s.id/DokumenZI_2025


3. Dalam …  

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 
SEKRETARIAT 

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348, Faksimile. (021) 3453553 
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110 www.mahkamahagung.go.id 

 

 
 

Nomor        : 4307/SEK/PW1.1.1/V/2025                                       Jakarta, 6 Mei 2025 

Sifat           : Terbatas 

Lampiran    : - 

Hal             : Evaluasi ZI Menuju WBK Secara Mandiri Tahun 2025 
 
 
 

Yth.  1. Panitera Mahkamah Agung RI; 

2. Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI; 

3. Kepala Pengadilan Militer Utama; 

4. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding; 

5. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama. 
 
 
 

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor: 04 Tahun 2025 tentang Teknis Pengusulan Unit 

Kerja/Satuan Kerja menuju WBK/WBBM dan Pelaksanaan Survei Mandiri Zona 

Integritas Tahun 2025, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 194 Tahun 2025 tentang Instansi 

Pemerintah Pelaksana Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi 

secara Mandiri Tahun 2025, serta evaluasi atas implementasi Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 

90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah 

Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah 

beserta perubahannya, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 

1.   Berdasarkan   Laporan   Hasil   Evaluasi   atas   Penilaian   Mandiri   Maturitas 

Penyelenggaraan  SPIP  Terintegrasi  pada  Mahkamah  Agung  RI Tahun  2024 

Nomor PE.09.03/SP-868/0202/1/2024 tanggal 31 Desember 2024, diperoleh nilai 

Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Level 2 (Berkembang) dengan nilai 2,965, 

nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 3,031, dan nilai Indeks Efektivitas 

Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 2,910. Atas kondisi tersebut maka 

Mahkamah Agung belum dapat memenuhi persyaratan untuk pengusulan evaluasi 

Pembangunan Zona Integritas unit Kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

sehingga pada tahun 2025 ini tidak ada pengusulan unit kerja berpredikat menuju 

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Mahkamah Agung 

RI, namun demikian proses monitoring pelaksanaan pembangunan zona integritas 

pada unit kerja yang telah meraih predikat WBK/WBBM tetap berjalan seperti 

biasa; 

2. Adapun Pelaksanaan Proyek Percontohan (Pilot Project) Evaluasi Zona Integritas 

menuju Wilayah Bebas dari Korupsi secara Mandiri untuk Instansi Pemerintah 

Pelaksana Sistem Peradilan  Pidana (Criminal Justice System) tetap berjalan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
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3. Analisis … 

 

 

 

 
3. Dalam upaya mencapai tingkat kesuksesan unit kerja meraih predikat WBK serta 

menjaga kualitas evaluasi PMPZI, maka Sekretaris Mahkamah Agung Republik 

Indonesia menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Terhadap unit kerja yang saat ini telah meraih predikat WBK dan WBBM serta 

unit kerja yang tahun ini akan diusulkan meraih predikat WBK pada Kegiatan 

Evaluasi secara Mandiri berkewajiban untuk terus mendorong dan 

mengupayakan keberhasilan unit kerja lain untuk meraih predikat WBK di 

wilayah hukumnya melalui program kerja pembangunan ZI yang fokus pada 

dua sasaran utama yaitu terwujudnya peradilan yang bersih dan akuntabel 

serta kualitas pelayanan peradilan yang prima; 

b. Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 194 Tahun 2025, Tim Penilai 

Internal telah menyusun Jadwal Kegiatan Evaluasi Zona Integritas menuju 

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara Mandiri, yakni sebagai berikut: 
 

 

No 
 

Kegiatan 
 

Tanggal Pelaksanaan 

 

1 
 

Pra Evaluasi 

a. Penyampaian Usulan Unit Kerja 

menuju WBK oleh Unit Eselon I 

kepada Sekretaris Mahkamah 

Agung dilengkapi dengan Data 

Dukung: LKE Manual, dan 

dokumen lainnya yang dihimpun 

oleh masing-masing Unit Eselon I; 

Validasi dan Pengolahan Survei 

Mandiri (masing-masing Unit 

Eselon I) 

b. Penyiapan data dukung 

pengusulan; 

c.  Penginputan ke dalam Portal RB; 

d.  Pelaksanaan uji publik pada unit 

kerja yang dievaluasi. 

 

 

a.   5 s.d 14 Mei 2025 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b.   14 s.d. 16 Mei 2025 

c.   26 s.d. 28 Mei 2025 

d.   1 Juni s.d. 30 September 

2025 

 

2 
 

Seleksi Administrasi 

a. Pelaksanaan Seleksi Administrasi 

menggunakan Instrumen Seleksi 

Administrasi (LKE Manual dan 

data dukung lainnya); 

b. Pengumuman Hasil Seleksi 

Administrasi; 

c. Masa sanggah atas hasil seleksi 

administrasi; 

d.  Pengumuman hasil sanggah. 

 

 

a.   16 s.d. 20 Juni 2025 
 
 
 
 
 

b.   23 Juni 2025 

c.   24 s.d. 25 Juni 2025 

d.   26 Juni 2025 
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No 
 

Kegiatan 
 

Tanggal Pelaksanaan 

 

3 
 

Analisis Dokumen 
a. Pelaksanaan Analisis Dokumen; 

 

b. Pengumuman Hasil Analisis 
Dokumen dan Jadwal Wawancara. 

 
 

a. 30 Juni s.d. 4 Juli 2025 

b. 14 Juli 2025 

 

4 
 

Wawancara (Virtual) 
 

21 Juli s.d. 1 Agustus 2025 

 

5 
 

Evaluasi Lapangan (Observasi) 
 

4 Agustus s.d. 30 September 

2025 

 

6 
 

Panel Final dan Clearance 
 

20 s.d. 24 Oktober 2025 

 

7 
 

Penyusunan LHE 
 

27 s.d. 31 Oktober 2025 

 

8 
 

Penyerahan Predikat (Awarding dan 

LHE) 

 

Desember 2025 

 

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 
 
 
 

Sekretaris Mahkamah Agung 

Republik Indonesia, 

 

Sugiyanto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN 




































